BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR & TAHUN 2024

TENTANG
PEMBEN|IUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TP GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : 4§ bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka
dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur;

p. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kolaka Timur tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
Timur.

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomeor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5401);




)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomar
43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
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1Jl . Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 57
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Kolaka Timur.

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : |[PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Halam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1} Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
j Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

4 Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah organisasi
vang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau
kegiatan penunjang tertentu pada Dinas atau Badan
Daerah, yang memberikan layanan secara profesional.
3 Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.
6f Sumber Daya Manusia Puskesmas, adalah sumber daya
manusia Puskesmas yang terdiri atas tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan.
7} Tenaga Keschatan adalah sctiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan vang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8 Jabatan  Fungsional adalah kedudukan  vang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
scorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai
tujuan organisasi.
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Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannya.

. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan vyang terdiri atas Puskesmas pembantu,
Puskesmas keliling dan praktik bidan desa.

I. Jejaring Puskesmas terdiri atas wupaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat, usaha Kkesechatan sekolah,
klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik
mandiri tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya.

Upaya Kesehatan Masyarakat vang selanjutnya disingkat
UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan  kesehatan  serta mencegah dan
menanggulangl timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

2. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan vyang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada
Dinas.
Puskesmas merupakan Unit Organisasi Bersifat
Fungsional.

Pasal 3

Huskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

Puskesmas Tirawuta;
Puskesmas Loea;
Puskesmas Ladongi;
Puskesmas Poli-polia;
Puskesmas Dangia;
Puskesmas Lambandia;
Puskesmas Mokupa;
Puskesmas Aere;
Puskesmas Lalolae;
Puskesmas Mowewe;
Puskesmas Tinondo;
Puskesmas Sanggona; dan
Puskesmas Uecesi.
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BAB IlI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4
Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional
yang memberikan layanan secara profesional.
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan sebagai unit organsasi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya.
Untuk mencapai tujuan pembangunan keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas
mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan
pendekatan keluarga.
Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(¥) merupakan  salah satu cara  Puskesmas
mengintegrasikan  program  uniuk  meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendeckatkan akses pelayanan
kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi
keluarga.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
HPhsal 5, Puskesmas mempunyai fungsi :
a

Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya
wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program
internsip dan/fatau sebagai jejaring rumah sakit
pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;



pelaksanaan urusan administrasi umum,
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan,
dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah
tangga Puskesmas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Puskesmas;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 7

alam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat

Ia.

. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil

rtama di wilayvah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam
18al 6 huruf a, Kepala Puskesmas berwenang untuk :

analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan
pelayanan yang diperlukan;

melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan
kesehatan;

. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat
perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan
pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi,

jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat;

melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan

kesehatan;

memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada
keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan
mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial,
budaya, dan spiritual;

melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Keschatan;
memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan
masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem
kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;

. melaksanakan kegiatan pendckatan keluarga; dan

melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah
kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan
di wilayah kerja Puskesmas.




Pasal 8

)alam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat

ertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam

asal 6 huruf b, Kepala Puskesmas berwenang untuk :

. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara
komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik
yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial,
dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien
vang erat dan setara,

b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang

mengutamakan upaya promotif dan preventif;

¢ menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat

pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi

pada kelompok dan masyarakat;

4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang

mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan

pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;

¢ menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip

koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;

melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;

1. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi
medis dan Sistem Rujukan; dan
melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Felain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
‘asal 7 dan Pasal 8, Kepala Puskesmas melakukan pembinaan
erhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
1 wilayah kerjanya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10
'] Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Tata Usaha; dan
c. Penanggung Jawab.




_8_

*f! Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 11

ntuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
Jimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Puskesmas
Lempunyai rincian tugas :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Puskesmas
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

4 menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya
guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

4 mengelola anggaran, sarana prasarana dan peralatan
di Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;

4 mengelola pelayanan Puskemas sesuai standart mutu yang
berlaku;

f} melaksanakan  kegiatan pembangunan  kesehatan
di wilayah kerjanya, meliputi UKP, UKM, Pembecrdayaan
masyarakat dan Pelayanan Pertolongan Pertama pada
Kegawat Daruratan (PPGD), Pertolongan Pertama pada
Kegawat Daruratan pada Obstrate Neonatologi (PPGDON],
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan musibah masal lainnya;

g4 meclakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Puskesmas scrta melaksanakan tugas pembantuan Yang
diberikan oleh Kepala Dinas;

B mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
pembangunan keschatan meliputi promotif, preventif,
kuratif dan rchabilitatif di wilayah kerjanya;

i} melakukan pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan
sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang
berlaku;

J§ mengelola pemelihara sarana prasarana dan peralatan di
Puskesmas:
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melakukan koordinasi antar Puskesmas maupun lintas
sektor terkait, dalam wupaya penanggulangan masalah
kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan
penggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
bersama camat dan lintas sektor terkait di wilayah
kerjanya;

. evaluasi dan pelaporan anggaran, sarana prasarana, mutu

dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
kepada Kepala Dinas;

bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Usulan
Kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah
berdasarkan prioritas;

bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK) sesuai ketentuan yang berlaku;

. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan

rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program
pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
bertanggung jawab atas penyelenggaraan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program-program di Puskesmas;
melaksanakan pemantauan dan  evaluasi kegiatan
Puskesmas dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi Puskesmas
scsual dengan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 12

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Puskesmas dalam penyiapan
bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi
kegiatan di bidang Manajemen Puskesmas, Sistem
Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan
keuangan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Tata Usaha Puskesmas mempunyai
uraian tugas :

d.

menyusun rencana dan program kegiatan Tata Usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan Kkonsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Puskesmas
dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan dalam rangka pencairan
anggaran, pembukuan, dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan Puskesmas;
melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan
Puskesmas guna menghindari kesalahan serta
memberikan koreksi penyempurnaan;

menyiapkan  bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban kecuangan Puskesmas scrta jenis
pelaporan keuangan lainnya;

. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,

perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap Puskesmas;
memfasilitasi penyusunan analisis jabalan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Puskesmas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawalan secara rutin dan berkala serta
memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh
pegawai  Puskesmas guna terciptanya tertib
administrasi kepegawaian;




m.

Q.
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menylapkan bahan dan memproses usulan kenaikan
pangkat, mutasi, gaji  berkala,
pemberhentian / pensiun, pembuatan kartu
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen),
pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan
(diklat) /bimbingan teknis (bimtek), dan wurusan
kepegawaian lainnya;

melaksanakan urusan rumah tangga @ serta
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam
kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan
tamu dinas;

melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administrasi serta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak
tetap agar dapat digunakan optimal;

. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;

mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor,
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan
kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Puskesmas;
memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan,
diimplementasikan dengan baik secara
berkesinambungan;

mengelola manajemen resiko;

merekap dan menganalisa hasil penilaian capaian
mutu dan kinerja Puskesmas;

melaksanakan, merekap, menganalisa dan
melaporkan hasil survey kepuasan masyarakat;

. menyajikan hasil penilaian capaian mutu dan kinerja

Puskesmas dalam rapat tinjauan manajemen;
merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas.

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Tata

Usaha dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada

pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
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Bagian Tiga
Penanggung jawab

Pasal 13

Thigas, fungsi, uraian tugas dan tanggung jawab dan
Henanggung Jawab di Puskesmas diatur lebih lanjut oleh
Hepala Dinas sesual peraturan perundang-undangan yang
Herlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Kepala Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga

Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penanggung Jjawab atas seluruh

penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan
kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan,
pengelolaan bangunan, prasarana, peralatan dan mutu.

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas harus

memenuhi persyaratan :

a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;

b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah
sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);

c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional
tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2
(dua) tahun;

d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan
masyarakat;

e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas

scsuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

Kepala Tata Usaha dijabat oleh pelaksana atau pejabat

fungsional dengan Kkriteria tenaga kesehatan dengan

tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang
memahami administrasi keuangan dan sistem informasi
esehatan.

Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan

diantaranya Koordinator Tim Manajemen Puskesmas,

Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah

tangga, dan keuangan.
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1 Penanggung Jawab merupakan jabatan/tugas tambahan,
yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
4} Penanggung Jawab terdiri atas :
a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat;

b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;

c. Penanggung Jawab  UKP, Kefarmasian  dan
Laboratorium;

d. Penanggung Jawab .Jaringan Pelayanan Puskesmas

dan Jejaring Puskesmas;

e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan

Peralatan Puskesmas; dan

[. Penanggung Jawab Mutu.

4! Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

Penanggung Jawab didukung oleh pelaksana upaya/

kegiatan.

10) Pelaksana upaya/kegiatan sebagaimana dimaksud pada
avat (9) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana.

1) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab dan
pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan
tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian
tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan
Dinas dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas.

J)Dinas dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung
jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program terkait, dengan
mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang
tersedia,

| 3) Seluruh Sumber Daya Manusia Puskesmas diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4)Jumlah, jenis dan jenjang jabatan yang dibutuhkan oleh
Puskesmas ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

|| Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal
14 ayat (10) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
scsual dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas.

) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikoordinir oleh tenaga fungsional dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup
Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-
undangan dan wajib menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara
vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing,.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap
pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan
menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat
pembinaan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unilt organisasi
bersifat fungsional yang memiliki otonomi dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan
pembangunan kesehatan Daerah.
Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah
schagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian
dari tugas, lungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 18
Sclain memiliki  hubungan kerja dengan Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Puskesmas
memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta
fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait

lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.




()

'{"mﬁ"lﬂl‘ﬂ"!"

| ]

- 15 -

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit,
bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya
kesehatan.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas
Pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan
bersumberdaya  masyarakat bersifat pembinaan,
koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor
terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di
bidang upaya kesehatan.

Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan
dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang
paripurna.

Pasal 19
Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas
dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan
kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam satu tahun.
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat data dan informasi tentang
pencapalan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan
manajemen Puskesmas.
Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap
laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan
laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
fupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang
embentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
ata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
[esehatan Masayarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
olaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun
018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 21

PI]'aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
whdangkan.

rngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

a:dr supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
alam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,
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Diundangkan di Ti :
Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERKH
KABUPATEN KOLAKRA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR ...
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PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR §. TAHUN 2024

TENTANG

KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KEPALA
PUSKESMAS
KEPALA
TATA USAHA
PENANGGUNG
JAWAB

BUR4TI KOLAKA TIMUR,
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Pasal 21

Beraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

indangkan.

lcar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
engundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
alam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS
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BERITA DAERAH K

\BUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR ...




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 6. TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA
PUSKESMAS
KEPALA
TATA USAHA
PENANGGUNG
JAWAB

BUPATLKOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS
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Kendari, 2| Februari 2024
@-1-1/eox

Fasilitasi Rancangan

Perajuran Bupati Tentang

p

ntukan Unit Pelaksana

Tekrjs Daerah (UPTD) Pusat

Ke
Kes

Yth. Bupati Kolaka 1
di
Tirawuta

Menindaklanj
tanggal 8 Januari
tentang Pembentu
Masyarakat Pada

disampaikan hal-ha
1 Usulan R

atan Masyarakat Pada Dinas
atan Kolaka Timur

imur

| Surat Bupati Kolaka Timur Nomer P/800.1.1/105/Bag.Org/2024
24 hal Penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Bupati
n Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan
inas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, maka dengan ini
sebagai berikut

ngan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Kedudukan,
nisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten
telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

rah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2020
t Kesehatan Masyarakat, pada prinsipnya dapat

anisasi tersebut, agar secara optimal diberdayakan dengan
biayaan, personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam
lisasi penataan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat
laka Timur.

Kompleks Bumi Hraja Anduonohu Kendar, Provinsi Sulawes: Tenggara, Kode Pos 93232

www sultraprov goad
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Demikidn Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentuka
: I n
Unit Pelak Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan Kojaka Timur untuk ditindaklanjuti dan dipedomani

Tembusan :
1. Pj.Gubem Sulawesi Tenggara di Kendari;, dan
2. Ketua DPR}) Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta.
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